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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) yang dipasarkan

oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui Bancassurance bernama JS Proteksi Plan dimana menjadi

penyebab utama sengketa gagal bayar dengan memberikan manfaat perlindungan jiwa atas kematian

disebabkan kecelakaan dan manfaat investasi dengan jaminan imbal hasil pasti yang tinggi. Permasalahan

yang dibahas adalah keabsahan jenis produk asuransi JS Proteksi Plan yang diterbitkan oleh PT Asuransi

Jiwasraya (Persero) dan alternatif pilihan upaya hukum atau solusi terbaik yang dapat dilakukan oleh

Tertanggung dan Penanggung dalam penyelesaian sengketa gagal bayar polis produk asuransi JS Proteksi

Plan. Dalam menganalisis permasalahan yang diteliti dipergunakan metode penelitian yuridis normatif

dengan data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif, teori yang dipergunakan adalah teori

pertanggungjawaban hukum. Hasil penelitian adalah Produk JS Proteksi Plan sah sebagai produk asuransi

melalui surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-14476/BL/2012 perihal Pencatatan Produk Baru JS Proteksi Plan

dengan perubahannya dan Restrukturisasi polis menjadi pilihan upaya hukum atau solusi terbaik baik

Tertanggung dan Penanggung untuk menyelesaikan sengketa gagal bayar polis dengan adanya kepastian

hukum dengan Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan sebagai pilihan opsional. Saran  dari penelitian ini

adalah IFG Life mengupayakan pemenuhan hak-hak pemegang polis restrukturisasi secara menyeluruh

dengan penerapan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait

perasuransian dalam pengelolaan perusahaan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara utuh

terhadap pemenuhan hak-hak Pemegang Polis yang mayoritas telah dialihkan dan direstrukturisasi sehingga

tidak kembali terjadi sengketa gagal bayar oleh perusahaan asuransi jiwa terutama dengan pemerintah

sebagai pemegang sahamnya.

......This thesis discusses the Investment-linked Insurance Product (PAYDI) marketed by PT Asuransi

Jiwasraya (Persero) through Bancassurance called JS Proteksi Plan which causes policy payment failure

disputes by providing life protection benefits for death due to accidents and investment benefits with high

fixed guaranteed return. The problems discussed are the legality of JS Proteksi Plan insurance products

issued by Jiwasraya and alternative legal remedies or the best solutions could be taken by the Insured and

the Insurer to resolve policy payment failure disputes of JS Proteksi Plan. In analyzing the problems,

normative juridical research methods with secondary data were used, data qualitatively analyzed with legal

liability theory. The research result is the JS Proteksi Plan product is legal as an insurance product through

the letter of the Chairman of BAPEPAM-LK No. S-14476/BL/2012 regarding the New Product Listing of

the JS Proteksi Plan with its amendments and policy restructuring given the legal certainty are the best

choice or solution of legal remedies for both the Insured and the Insurer to resolve the dispute with

alternative dispute resolution as an option. The suggestion is IFG Life strives whole fulfillment of the

policyholders restructured rights by applying the prudence principle with insurance company management
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laws and regulations complyment and full supervision by the Financial Services Authority towards the

fulfillment of the rights of Policyholders, the majority of which have been transferred and restructured so

that there are no more policy payment failure disputes by life insurance companies, especially with the

government as its shareholder.


